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ABSTRAK

Pembangunan desa merupakan hal penting dalam upaya meningkatkan
kualitas hidup dan kebidupan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan
masyarakat desa. Kawasan perdesaan memiliki kegiatan utama pertanian. Tak
dapat dipungkiri lagi, perekonomian Indonesia bertumpu pada sektor pertanian
dan sumber daya yang melimpah. Pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten
Cilacap masih belum dilakukan secara merata hanya baru ada satu kawasan
perdesaan yang melaksanakannya, padahal begitu pentingnya pembangunan
kawasan perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam
penelitian ini, penulis mengkaji bagaimana kebijakan pemerintah daerah
Kabupaten Cilacap dalam pembangunan kawasan perdesaan khususnya di
kawasan perdesaan Payung Baja Berdikari serta gambaran umum dari Peraturan
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kawasan
Perdesaan berdasarkan kaidah-kaidah siyasah syar’iyyah.

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian
lapangan (field research). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan
penelitian hukum menggunakan sumber data dari fakta-fakta dalam masyarakat.
Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yang berasal dari
wawancara dengan pemerintah yang mana sector leading dari Peraturan Daerah
mengenai pembangunan kawasan perdesaan adalah Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa serta dengan kepala desa yang menaungi Kawasan
Perdesaan Payung Baja Berdikari. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari
buku, jurnal, penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
penelitian ini.. Penelitian ini- menggunakan metode —Kualitatif yang bersifat
deskrptif-analisis. Sementara teori yang yang digunakan adalah teori magasid
syariah.-Teori maqasid  syariah “digunakan- untuk menganalisis bagaimana
peraturan daerah tersebut dibentuk dan menjelaskan tujuan-tujuan akhir ataupun
tujuan-tujuan syariah.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Kebijakan Pemerintah Daerah
Kabupaten Cilacap dalam pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Cilacap
merupakan strategi yang tepat untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memberdayakan masyarakat desa. Meskipun dalam pelaksanaannya masih
mengalami beberapa kendala yaitu partisipasi dari setiap desa di Kabupaten
Cilacap masih kurang. Dari 269 desa yang ada di Kabupaten Cilacap baru hanya
ada 3 desa yang melaksanakan dan di sahkan melalui Peraturan Bupati sesuai
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kawasan



Perdesaa. Selain itu, jika melihat dari pandangan hukum Islam, Kebijakan
Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap mengenai pembangunan kawasan
perdesaan sudah sesuai dengan prinsip dari maqasid syariah. Akan tetapi, belum
maksimal dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci : Desa, Peraturan Daerah, Magasid Syariah
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BAB |

PENDAHULUAN
A Latar Belakang

Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah desa dan
desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan
memberi hak dan kewenangan yang besar kepada Desa untuk mengatur sumber
daya yang dimiliki untuk tujuan menyelesaikan permasalahan yang paling
mendasar di bangsa ini seperti kemiskinan, infrastruktur yang kurang memadai,
produktivitas warga, dan pelayanan publik dasar. Kewenangan pembangunan
sebelum-diundangkannya Undang-Undang Nomor. 6 Tahun-2014 tentang Desa
bertumpu pada kebijakan Pemerintah Daerah.

Dari ketentuan regulasi a quo, secara tersirat telah ditandaskan
bahwasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memberi
pengakuan desa merupakan fragmen terkecil dari wilayah pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Beranjak dari kausa tersebut, bisa dikatakan kalau
desa adalah mitra Pemerintahan Pusat untuk memacu kesejahteraan masyarakat

Indonesia di pedesaan.



Wilayah perdesaan sebagai tempat persebaran sebagian besar masyarakat
Indonesia mempunyai peranan yang cukup besar dalam menopang perekonomian
bangsa dan sekaligus indikator bagi keberhasilan pembangunan nasional. Seperti
diketahui di perdesaan pada umumnya masyarakat berprofesi sebagai petani.
Sementara diperkirakan bahwa hampir 70% penduduk Indonesia tinggal di
perdesaan, dengan demikian mayoritas penduduk Indonesia menggantungkan
hidup di sektor pertanian. Pembangunan  pedesaan menurut  pandangan
organisasi tani adalah suatu keniscayaan, terutama untuk mengatasi masalah-
masalah pokok petani seperti kemiskian dan kesejahteraan. Sementara sampai saat
ini wilayah perdesaan Indonesia masih dihadapkan pada masalah krusial, dimana
masalah utama adalah seperti kemiskinan, konflik tanah, kelaparan, dan akses
terhadap sumber produksi masih belum terpecahkan.

Data pada Badan Pusat Statistik bulan Maret Tahun 2018, misalnya,
menunjukan bahwa dengan jumlah penduduk miskin Indonesia yang mencapai
11,22% atau sekitar 28,59 juta orang, sebagian besarnya adalah ada di wilayah
perdesaan yaitu berjumlah. 17,94 juta. Oleh karenanya pembangunan perdesaan
dilandaskan pada keyakinan dan tekad untuk mempertinggi tingkat penghidupan
dan kehidupan masyarakat yang dimulai dari desa, karena masyarakat yang diam
di perdesaan merupakan faktor yang penting menuju kepada perbaikan ekonomi
dan sosial masyarakat Indonesia secara nasional.

Oleh karena itu, pembangunan perdesaan mempunyai sifat komprehensif
dalam arti kegiatan pembangunan perdesaan meliputi seluruh lapangan kehidupan

masyarakat desa. Pembangunan perdesaan juga merupakan bagian integral dari



pembangunan nasional, sehingga keberhasilan pembangunan desa merupakan
salah satu tolok ukur yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional.
Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Kabupaten Cilacap yang merupakan daerah terluas di Jawa Tengah,wilayah seluas
itu tentu saja sangat diperlukan membuat sebuah kebijakan. Syafruddin (2008 :76)
berpendapat bahwa kebijakan adalah hasil keputusan manajemen puncak yang
dibuat berupa tujuan-tujuan, prinsip-prinsip, dan aturan-aturan yang mengarahkan
organisasi melangkah ke masa depan. Manajemen puncak merupakan salah satu
jenjang manajemen yang berkaitan erat dengan kebijakan. Kebijakan ini bersifat
sangat umum dan memiliki kekhususan yang rendah. Kebijakan yang dibuat yakni
kebijakan percepatan pembangunan melalui terobosan-terobosan agar pencapaian
penyelesaian permasalahan di Kabupaten Cilacap sebagaimana yang tertuang
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi lebih cepat.
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Cilacap dibawah Pimpinan Bupati
Cilacap membuat sebuah kebijakan Bangga Mbangun Desa. kebijakan Bangga
Mbangun Desa ‘merupakan sebuah kebijakan yang “herorientasi menumbuh
kembangkan seluruh potensi-potensi yang-ada di pedesan, karena pedesaan adalah
sentral pembangunan terkecil yang ada di-wilayah. Apabila pembangunan di desa-
desa dapat berkembang dengan baik maka secara otomatis pembangunan dalam

wilayah kabupaten, propinsi dan Bangsa Indonesia akan maju. Oleh karena itu

! Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Perdesaan di Kabupaten
Cilacap (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap dan LPPM IAIN
Purwokerto,2016), him. 46



dibutuhkan konsep yang aplikatif agar terjadi sinergis dengan yang dibutuhkan
dalam kebijakan Bangga Mbangun Desa.’

Kebijakan Bangga Mbangun Desa memiliki 4 pilar yang menopangnya,
yakni pilar pendidikan, ekonomi, kesehatan, serta lingkungan sosial dan budaya.
Untuk mengimplementasikan dari kebijakan tersebut, pemerintah Kabupaten
Cilacap mendorong terus perkembangan wilayahnya dengan mengeluarkan
peraturan daerah yang menopang kebijakan tersebut. Kebijakan yang dikeluarkan
oleh pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2018 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Cilacap salah satu
usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap untuk mewujudkan
pilar Bangga Mbangun Desa.

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Tentang
Pembangunan Perdesaan yang sudang diundangkan menjadi Peraturan Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di
Kabupaten Cilacap adalah sebagai solusi atas berbagai permasalahan yang muncul
pasca diundangkannya Undang-Undang Desa. Pasca diundangkannya Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan beberapa turunan peraturan
lainnya, desa telah bertransformasi dari pelaksana tugas pembantu Pemerintah
Daerah di Desa menjadi penanggungjawab kegiatan. Konsekuensi dari
transformasi ini adalah bahwa desa saat ini menjadi pengelola dan

penanggungjawab kegiatan-kegiatan lokal berskala desa.

> Nanda Septianingsih, “Implementasi Pilar Pendidikan Dalam Kebijakan Bangga

Mbangun Desa Di Kabupaten Cilacap, ” Jurnal Kebijakan Pendidikan, Edisi 2 Vol.V ,(2016), him.
222-223.



Konsekuensi yang lain yaitu pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten wajib mengalokasikan sejumlah dana kepada Desa
sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan. Dana yang ditransfer dari
Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab penuh Pemerintah
Desa dalam pengelolaannya. Kondisi ini berbeda dengan wewenang Desa
sebelumnya yang bersifat pembantuan. Tanggungjawab dan pengelolaan dana di
Desa menjadi wewenangnya Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai sumber
pembiayaan yang diperoleh.’

Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan mewujudkan kawasan
permukiman perdesaan yang produktif, berdaya saing dan nyaman. Dalam
implementasinya masih ditemui kendala dalam pembangunan kawasan perdesaan
di Kabupaten Cilacap. Adanya kendala ini menjadi catatan dan dukungan
pengaturan yang lebih baik ke depannya sehingga pembangunan kawasan
perdesaan di Kabupaten Cilacap dapat lebih efektif dan berdaya guna dalam
mengentaskan kemiskinan dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

Oleh“karena itu, dengan adanya permasalahan pada kebijakan diatas,
penyusun perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam mengenai apa
yang melatarbelakangi lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1
Tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Cilacap

ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis maupun yuridis dalam pembentukan

* Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Perdesaan di Kabupaten
Cilacap (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap dan LPPM IAIN
Purwokerto,2016), him. 53-54



peraturan perundang-undangan di Indonesia dan perspektif magasid syariah
dalam hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, memunculkan
permasalah yang perlu dikaji lebih rinci dan mendalam. Adapun permasalahan
tersebut akan dirumuskan dan dibahas, diantaranya sebagai berikut :
1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1
Tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Cilacap
khususnya di kawasan perdesaan Payung Baja Berdikari ?
2. Bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pembangunan
Kawasan Perdesaan di Kabupaten Cilacap dibentuk dalam perspektif magasid
syariah ?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Dengan rumusan masalah yang telah disusun oleh penulis, maka dapat
diketahui tujuan dan kegunaan dari penyusunan skripsi tersebut, yaitu :
1. Tujuan
a. ~Menjelaskan ‘pelaksanaan kebijakan- * Peraturan--Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan
di Kabupaten Cilacap.

b. Menjelaskan pandangan magasid syariah terhadap Peraturan Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembangunan
Kawasan Perdesaan di Kabupaten Cilacap.

2. Kegunaan



a. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu
pengetahuan bagi mahasiswa atau sebagai referensi secara umum,
khususnya tentang peraturan daerah, kebijakan publik, dan
pembangunan daerah

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi
hukum islam secara umum, khususnya dalam konsep magasid
syariah.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi masyarakat, semoga penelitian ini dapat memberikan ilmu
pengetahuan yang bermanfaat guna mengetahui proses pembentukan
peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah.

2. Bagi pemerintah, semoga dapat memberikan masukan bagi
pemerintah daerah atau kepala daerah agar dapat membuat kebijakan
yang benar-benar di konsep secara matang sesuai dengan landasan
yang ‘ada di ‘peraturan perundang-undangan dan prinsip magqasid
syariah.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan Kkajian terhadap hasil penelitian yang
membahas subyek yang sama, seperti skripsi, tesis, atau disertasi, atau karya
akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya adalah untuk

mengetahui perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan, dengan penelitian-



penelitian yang sudah ada sebelumnya.* Hasil yang ditemukan oleh peneliti adalah
sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang berjudul “Kebijakan tentang Bangga Mbangun
Desa Perspektif Ekonomi Pembangunan Islam”, yang disusun oleh Naerul Edwin
Kiky Aprianto. Penelitian ini meneliti mengenai penerapan kebijakan dari Bangga
Mbangun Desa dalam membangun perekonomian masyarakat Kabupaten Cilacap.
Dari hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian tersebut bahwa kebijakan
Bangga Mbangun Desa belum sesuai dengan konsep ekonomi pembangunan
Islam. Karena di dalam ekonomi pembangunan Islam, tujuan utamanya adalah
bagaimana kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi dan sosial antar
individu bisa teratasi, sehingga kesejahteraan umat manusia dapat terwujudkan.
Akan tetapi, kebijakan Bangga Mbangun Desa tersebut belum terlaksana secara
menyeluruh dan masih tampak terjadi adanya kesenjangan pembangunan antar
wilayah di Kabupaten Cilacap. Oleh karenanya, Bangga Mbangun Desa ini juga
belum sesuai dengan visi Kabupaten Cilacap, yaitu “Menjadikan Kabupaten
Cilacap yang Sejahtera Secara Merata >3

Perbedaan penelitian terletak pada permasalahan yang dikaji, yang mana
penelitian mengenai Kebijakan tentang Bangga Mbangun Desa Perspektif
Ekonomi Pembangunan Islam, namun penelitian yang akan ditulis meneliti
tentang analisis peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang Pembangunan

Kawasan Perdesaan di Kabupaten Cilacap. Namun disini memiliki kesamaan

* Pedoman Penulisan Skripsi (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2017), him.3-4

> Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Kebijakan tentang Bangga Mbangun Desa Perspektif Ekonomi
Pembangunan Islam”, Tesis Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri
Purwokerto, (2017)



dalam kerangka teoritik dengan menggunakan teori kebijakan publik untuk
membahas peraturan daerah yang telah di undangkan dan diterapkan di
masyarakat.

Kedua, penelitian yang berjudul, “Perkembangan Pusat Sub Wilayah
Pembangunan di Kabupaten Cilacap”, yang disusun oleh Budi Handayani.
Penelitian ini bertujuan menggali faktor-faktor baik secara internal maupun
eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pusat sub wilayah
pembangunan sehingga kurang berperan dalam perkembangan wilayah untuk
dirumuskan sebagai arahan pertumbuhan dan perkembangan wilayah Kabupaten
Cilacap. Kesimpulan dari penelitian tersebut, bahwa selain kondisi geografis dari
masing-masing sub wilayah pembangunan di Kabupaten Cilacap yang beragam,
pelaksanaan pembangunan yang dilakukan saat ini banyak dipusatkan di pusat
kota. Sehingga kebijakan pusat sub wilayah pembangunan dan sub wilayah
pembangunan di Kabupaten Cilacap perlu ditinjau ulang, karena pelaksanaannya
tidak efektif.

Padahal pusat sub-wilayah pembangunan merupakan salah satu konsep
dalam perencanaan wilayah, yang digunakan untuk menyebarkan kemakmuran
dari pusat wilayah ke pinggirannya sehingga wilayah di sekitarnya terpacu untuk
berkembang dan mengurangi beban pelayanan yang diemban pusat kota. Dan
kebijakan ini akan efektif apabila selain didukung oleh prasarana kota terutama
yang menghubungkan pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya dan adanya
konsentrasi atau aglomerasi aktivitas ekonomi di kota pusat pertumbuhan industri

yang memiliki kaitan ke depan dan belakangnya (forward dan backward linkage),
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juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang efektif. Intervensi kebijakan
pemerintah dalam rangka mendukung perkembangan kawasan diperlukan dalam
mencapai tujuan dan sasarannya, yang ditentukan oleh beberapa faktor yang
berkenaan dengan proses perumusan dan implementasinya (Mayer dan
Greenwood, 1984).°

Perbedaan penelitian terletak pada ruang lingkup wilayah dan objek yang
diteliti. Penulis hanya meneliti pada suatu desa yang ada di Kabupaten Cilacap
dan fokus terhadap pembangunan kawasan perdesaan, sedangkan penelitian yang
dilakukan oleh Budi Handayani hampir meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten
Cilacap dan menggunakan teori yang lebih luas.

Ketiga, penelitian yang berjudul “Dinamika Sosial Sebuah Desa di
Pinggiran Kota (studi kasus Maguwoharjo, DIY)”, yang disusun oleh Gutomo
Bayu Aji. Hasil dari penelitian tersebut mengingatkan pentingnya suatu
perencanaan kawasan desa-kota dengan menggunakan pendekatan kolaborasi
yang memperhatikan kepentingan antar pihak baik kepentingan kota maupun
desa. Diduga, persoalan ‘perencanaan tata ruang perkotaan selama ini terus-
menerus terjadi berulang karena bersifat top down-atau mengabaikan aspek
partisipasi warga fesa dan warga kota.’

Perbedaan dari penelitian ini yaitu terletak pada permasalahan yang ada di
masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Gutomo Bayu Aji mengkaji

permasalahan meengenai dampak pembangunan terhadap sosial masyarakat yang

® Budi Handayani, “Perkembangan Pusat Sub Wilayah Pembangunan di Kabupaten Cilacap, ” Tesis
Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang,
(2005)

7 Gutomo Bayu Aji, “Dinamika Sosial Sebuah Desa di Pinggiran Kota (Studi Kasus Maguwoharjo,
DIY), ” Jurnal Masyarakat & Budaya, Vol. 11, No.2 (2009)
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ada di kawasan desa-kota. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu
lebih ke pembangunan kawasan perdesaan yang mana pembangunan tersebut
lebih terarah ke ekonomi dan infrastruktur.

Keempat, penelitian yang berjudul “Konsep Dasar Penataan Ruang dan
Pengembangan Kawasan Perdesaan”, yang disusun oleh H. R. Sunsun
Saefulhakim. Dalam penelitiannya memaparkan isu-isu pokok permasalahan
kawasan perdesaan. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa seiring
dengan arus perubahan globalisasi dan transformasi struktur perekonomian, pada
masa-masa yang akan datang kekuatan-kekuatan pasar yang sedemikian akan
cenderung meningkat. Dengan demikian kiranya perlu segera dikembangkan
model-model kebijakan penataan ruang dan pengembangan wilayah yang mampu
meningkatkan fungsi ekonomi (efisiensi ~dan produktifitas) dari kawasan
perdesaan tanpa harus kehilangan berbagai fungsi lindung dan fungsi sosialnya.
Untuk tujuan ini telah diuraikan tiga contoh model untuk pengembangan kawasan
perdesaan yakni : Model Silvofishery, Model Kemitraan Usaha Tani Partisipatif,
dan Model Agrotarisme.?

E. Kerangka Teori
1. Teori Magasid Syariah

Kata ‘Maqgasid’ berasal dari bahasa arab ~«a&s (magasid) yang merupakan
bentuk jamak kata +<a&« (magsad), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat,

tujuan, tujuan akhir. Magasid hukum Islam adalah sasaran atau maksud-maksud

® H. R. Sunsun Saefulhakim, “Konsep Dasar Penataan Ruang dan Pengembangan Kawasan
Perdesaan,” Jurnal PWK, Vol.8, No.1 (Januari 1997)
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di balik hukum itu.” Lebih lanjut Jasser Auda mengartikan magasid pada empat
arti, pertama, hikmah dibalik suatu hukum. Kedua, tujuan akhir yang baik yang
hendak dicapai oleh hukum. Ketiga, kelompok tujuan ilahiyah dan konsep moral
yang menjadi basis dari hukum. Keempat, masalisz. Dalam konsep Maqgasid yang
ditawarkan oleh Jasser Auda, nilai dan prinsip kemanusiaan menjadi pokok paling
utama.’’

Ada enam fitur sistem yang dioptimalkan Jasser Auda sebagai pisau
analisis untuk mengembangkan magasid syariah klasik untuk konteks
kontemporer, vyaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (cognition),
kemenyeluruhan (wholeness), keterbukaan (oppenes), hierarki berpikir yang
saling mempengaruhi (interrelated hierarchy), berpikir keagamaan yang
melibatkan dimensi (multidimensionality), dan kebermaksudan (semipermeable)
dan berhubungan antara satu dan lainnya, sehingga membentuk keutuhan sistem
berpikir. Jasser Auda menempatkan Magasid Syariah sebagai prinsip mendasar
dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang dia
gaungkan. Mengingat efetivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat
pencapaian Magasid Syariah-nya. Dengan kata lain, sejauh mana- tingkat problem
solving-nya terhadap permasalahan tertentu: apakah lebih efektif, lebih berdaya
guna dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan.**

F. Metode Penelitian

° Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam melalui Magasid Syariah, alih bahasa Rosidin
dan Ali ‘Abd el-Mun’im, cet. Ke-1 (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), him.32-33

' G. N. Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, “Konsep Magashid al-Syariah dalam
Menentukan Hukum Islam,”” Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol.1, No.1
(Desember 2014), him.56.

" Jasser Auda, Ibid., him. 11
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1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu
dengan mecari dan mengumpulkan data-data yang diperoleh secara langsung
dilapangan. Karena penelitian yang dilakukan untuk memberikan fakta-fakta
secara sistematis dan akurat mengenai keadaan obyek yang diteliti. Dengan
demikian hasil dari penelitian tersebut adalah gambaran secara obyektif mengenai
keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti.*?

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian dengan cara
mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data
tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai
masalah yang ada.™

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
yuridis-normatif. Pendekatan yuridis pada penelitian ini dengan menganalisis
naskah akademik dan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap-Nomor 1 Tentang
Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Cilacap. Sedangkan pendekatan
normatif dilakukan dengan melihat penerapan dari Peraturan Daerah tersebut
dalam perspektif magasid syariah.

4. Teknik Pengumpulan Data

'2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 2010), him.164.
13 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV.ALFABETA, 2008),
him.105.
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Data yang dicari pada penelitian ini adalah tentang analisis kebijakan
pembangunan kawasan perdesaan di kabupaten cilacap perspektif magasid
syariah. Adapun data tersebut dicari dalam beberapa metode pengumpulan data,
antara lain :

a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis
untuk memperoleh keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan
berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan kepada si peneliti.**
Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu penulis
bebas melakukan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai
pokok-pokok yang akan ditanyakan. wawancara yang diperoleh vyaitu dari
pemerintah Kabupaten Cilacap, Kepala Desa Kawasan Perdesaan Payung Baja
Berdikari, dan warga sekitar lokasi Kawasan Perdesaan Payung Baja Berdikari.

b. Observasi

Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik
terhadap gejala yang tampak’ pada "obyek- penelitian. Observasi dilakukan oleh
penulis ~-dengan "cara’ melihat langsung bagaimana pemerintah. menerapkan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perkembangan Kawasan
Perdesaan di Kabupaten Cilacap. Observasi dilaksanakan di Kawasan Perdesaan
Payung Baja Berdikari yang meliputi tiga desa di Kecamatan Binangun yaitu Desa
Bangkal, Desa Jepara Wetan, dan Desa Widarapayung Kulon.

c. Dokumentasi

' Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), him. 64.
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Dokumentasi dilakukan oleh penulis dengan cara menyelidiki data-data
tertulis, seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan tertulis, notulen
rapat, catatan harian dan sebagainya.® Disini penyusun bermaksud
mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. Kepustakaan

Kepustakaan dilakukan oleh penulis dengan cara menelaah buku-buku,
jurnal, skripsi, tesis, dan karya tulis ilmiah lainnya yang relevan dengan
permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dianalisis data
secara kualitatif dengan metode deduktif yaitu cara berpikir untuk menarik
kesimpulan yang diambil dari suatu kaidah atau pendapat yang umum menuju
suatu pendapat yang khusus.*

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika-pembahasan dibagi-kedalam beberapa.bab yang memiliki sub
bab tertentu. Sistematika pembahasan ‘dapat mempermudah pembaca dalam
memahami alur penelitian, maka penyusun membuat secara sistematika penelitian
ini dan membaginya dalam beberapa bab yang diantaranya sebagai berikut.

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang memberikan gambaran umum atau
latar belakang tentang tema penelitian yang diangkat. Bagian pendahuluan terdiri

dari; a) latar belakang, b) rumusan masalah, c¢) tujuan dan kegunaan penelitian, d)

> Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya,
1994), him.34.
'® Sutrisno Hadi, Metode Research, cet. 21, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1989), him. 36-37.
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telaah pustaka, e) kerangka teori, f) metode penelitian, dan g) sistematika
pembahasan.

Bab Kedua, menerangkan tentang pengertian umum dan jenis analisis
dalam konsep magasid Syariah klasik dan magasid syariah kontemporer, serta
menjelaskan operasional magasid syariah.

Bab Ketiga, menerangkan mengenai gambaran umum Kabupaten Cilacap,
kemudian pembahasan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1
Tahun 2018, tujuan, dan faktor-faktor dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang
pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Cilacap, dan penerapannya di
lapangan.

Bab Keempat, merupakan analisis magasid syariah tentang Peraturan
Daerah Kabupaten Cilacap dalam pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten
Cilacap.

Bab Kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.
Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan serta
poin-poin penting dari penelitian tersebut. Sedangkan saran adalah rekomendasi

berupa tanggapan dari penyusun terkait hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dalam pembangunan
kawasan perdesaan dinilai sudah tepat. Akan tetapi dalam pelaksaannya masih
banyak kendala. Dari Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2018
tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan baru hanya ada satu kawasan yaitu
Kawasan Perdesaan Payung Baja Berdikari yang menerapkan dan penerapannya
masih belum maksimal. Hal tersebut menjadi evaluasi bagi pemerintah Daerah
Kabupaten Cilacap yang mana leading sector kawasan perdesaan ini yaitu
DISPERMADES  dengan dibantu kedinasan lainnya harus benar-benar
memperhatikan segala aspek yang akan dilakukan. Kurangnya kesadaran dari
desa-desa akan kemandirian desa belum berjalan dengan baik. Lahirnya perda
mengenai kawasan perdesaan ini agar desa-desa dapat mandiri dan tidak selalu
mengandalkan pemerintah daerah.

Landasan dan ' isi  peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang
Pembangunan. Kawasan Perdesaan dengan . prinsip -magasid syariah dapat
disimpulkan selaras namun belum terlaksana secara maksimal. Isi dan landasan
dalam peraturan tersebut memuat perlindungan atau pelestarian akal (hifz al-‘4q/),
perlindungan harta (hifz al-Mal), perlindungan nyawa (hifz al-Nafs), perlindungan
kehormatan (hifz irdi), perlindungan keturunan (hifz al-nasl), dan perlindungan
agama (hifz al-Din). Dengan seirinynya berkembangnya zaman, Islam sebagai

rahmatan lil alamin , maka umat Islam harus merima perkembangan peradaban
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manusia untuk mencapai rahmatan lil alamin, walaupun masih ada umat Islam
yang menolak perkembangan peradaban manusia. Akan tetapi, Islam sendiri
mengakomodir permasalahan-permasalahan yang terbaru, karena islam itu “shalih

likulli zaman wal matan” yaitu relevan dalam semua zaman dan tempat.

B. Saran
Melihat dari Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dalam

Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Cilacap yang telah dibentuk,

terdapat beberapa saran dari penyusun untuk peneliti selanjutnya demi kemajuan

Pemerintah Kabupaten Cilacap terutama dalam pembangunan kawasan perdesaan.

Beberapa saran penyusun antara lain:

1. Diperlukannya pengawasan lebih dalam pada pembangunan kawasan
perdesaan karena sejak 3 tahun diundangkannya baru hanya ada satu kawasan
perdesaan yang disahkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cilacap melalui
Peraturan Bupati.

2. Diperlukannya koordinasi antar kedinasan di Kabupaten Cilacap yang masih
tumpang tindih. mengenai pembangunan_ Kawasan__perdesaan. Karena
perencanaan pembangunan kawasan perdesaan ‘sangat-bergantung terhadap
peraturan daerah RTRW.

3. Diperlukannya penekanan dari pemerintah daerah terhadap desa-desa bahwa
pentingnya pembangunan desa untuk mengurangi angka kemiskinan di desa
dengan program yang digaungkan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap yaitu

“Bangga Mbangun Desa”.
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4. Diperlukannya check and balance antara pemerintah daerah dengan instansi
pemerintahan dibawahnya. Sehingga penerapan peraturan daerah tentang
kawasan perdesaan bukan hanya dilakukan secara top down akan tetapi
dilakukan juga secara bottom up.

5. Diperlukan perhatian lagi bagi kawasan perdesaan Payung Baja Berdikari.
Karena kawasan tersebut nantinya diharapkan menjadi tolak ukur atau contoh
bagi desa lainnya untuk membentuk suatu kawasan perdesaan.

6. Perlunya penelitian lebih lanjut mengenai peran pemerintah daerah terkait

pembangunan kawasan perdesaan.
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